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Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena kewajiban pemberitahuan terjadinya perwalian anak yang
belum dewasa dengan penetapan Hakim ke Balai Harta Peninggalan Jakarta oleh Pengadilan Negeri tidak
dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. M etode dalam
penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan
wawancara. Untuk studi kepustakaan, dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang dapat
menunjang teori dan fakta terkait permasalahan yang sedang diteliti. Bahan penelitian yang digunakan
adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan untuk wawancara,
pihak yang akan dijadikan narasumber, yaitu pihak Balai Harta Peninggalan Jakarta, Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
dan Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Metode analisa data yang digunakan dilakukan secara kualitatif
dengan hasil penelitian berbentuk deskriptif analisa, yaitu analisa yang digunakan untuk mendapatkan
keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Bala Harta Peninggalan oleh Pengadilan
Negeri tidak dilaksanakan dengan maksimal, bahkan dengan penetapan wali Golongan Tionghoa. Akibatnya
pelaksanaan peran Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas menjadi terhambat dan tidak berjalan
dengan maksimal. Hal ini diperburuk dengan tidak ada undang-undang yang mengakomodasi kewajiban
pemberitahuan telah terjadinya perwalian yang ditetapkan Hakim kepada Balai Harta Peninggalan oleh
Pengadilan Negeri untuk Golongan Bumiputera.

The reason the researcher conducts this research is because the notification obligation in the event of
guardianship upon a minor with Judge 39 s order to the Property and Heritage Agency by the District Court
was not executed under Article 369 paragraph 1 of the Civil Code. The method of this research is normative
Jurisdictional with the data collection using library research and interview. The library research is performed
by examining literatures which can support theories and facts concerning the issue being researched.
Sources used are the Civil Code, Article 1 of 1974 of the Marriage Act, and other laws concerning this
research. For the interview, the party which will be the interviewees are the Jakarta Property and Heritage
Agency, South Jakarta District Court, West Jakarta District Court, East Jakarta District Court, and Bogor
District Court. The method of data analysisis qualitative while the result isin the form of a descriptive
analysis, which is an analysis used to acquire more in depth information and explanation on the issue being
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researched. This research concludes that the execution of notification obligation to the Property and Heritage
Agency by the District Court was not performed maximally, even with the custody of the Chinese. Asa
result, the execution of the Property and Heritage Agency 39 srole as the supervisory guardian was late and
did not performed maximally. Thisis worsen by the absence of |egidation that accommodate notification
obligation on the guardianship ordered by the Judge to the Property and Heritage Agency by the District
Court for the native.



